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PT PEMBANGKITAN LISTRIK PINTAR ENERGI
DOKUMEN PERMINTAAN PENAWARAN HARGA JASA OUTSOURCING UNTUK

POSISI PENDUKUNG TENAGA KERJA LOKAL INDONESIA TAHUN 2026 - 2028

—. B1&51F PERSYARATAN KUALIFIKASI :

1B FENE R EMNE, HEAFMHEILNEAR
B, FEARELHIRE, oL AERERE.
Penyedia/vendor merupakan perusahaan yang terdaftar di
Indonesia, memiliki status badan hukum yang independen,
memiliki izin usaha yang masih berlaku, serta mampu secara
mandiri bertanggung jawab secara perdata.

2. B R B LM A & BT R ReH AN K MY “Tzin Usaha
Penunjang Tenaga Listrik Pengoperasian Instalasi
Tenaga Listrik” X “Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga
Listrik Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik” % #
IEF Penyedia/vendor wajib memiliki sertifikat kualifikasi
yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM Indonesia, yaitu “Izin
Usaha Penunjang Tenaga Listrik Pengoperasian Instalasi Tenaga
Listrik” serta “Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik” .
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= FiARBRSZZEK PERSYARATAN LAYANAN TEKNIS:

1. N BFAER X E T IRERE AR, HAHFERE
(RO, sk, M. ERERRF. BHREE) |
FRBENEA20 245 Z HAF K AV ZREA R, 1.
Penyedia/vendor menjamin bahwa seluruh personel yang
ditugaskan kepada pihak pengguna jasa merupakan tenaga
kerja yvang sehat secara fisik (tidak memiliki penyakit
jantung, tekanan darah tinggi, epilepsi, penyakit
menular, gangguan mental, dan lain-lain), pada
prinsipnya berusia antara 20 hingga 45 tahun, serta
memiliki pengalaman kerja di pembangkit listrik tenaga
uap (PLTU).

2 BERL B R AGE 5 TR RS A RITILH E 7506
B, B BHEWTARR, FENRIK L R E 7R EH
KR H AR TN FILFIEHAR 6 A RN By )&
Penyedia/vendor wajib berkomitmen untuk membuat
kontrak kerja secara tertulis dengan personel yang
ditugaskan, membangun hubungan ker ja yang sah, serta
sebelum personel ditugaskan, menyerahkan kepada pihak
pengguna jasa surat keterangan tidak memiliki catatan
kriminal dan laporan pemeriksaan kesehatan yang
dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan terakhir.

3. HEFAFTEIREMRF A RSN T 06 FH&IT. #
PrE s AR F A RE R AR (BPJS) o R 7 A A&



BEARF ARG X 2N EIMFERR S EE T ER. ER
F- B8], p R B i PRAR B B A ST IR B A R By B AME
2. I, T KEIITEFEBE T 1, Penyedia/vendor
bertanggung jawab atas penandatanganan, pemutusan,
atau pengakhiran kontrak kerja dengan personel yang
ditugaskan, serta membayarkan iuran asuransi wajib
bagi personel sesuai ketentuan peraturan
perundang—undangan (BPJS). Penyedia/vendor juga wajib
berkomitmen untuk memberikan perlindungan asuransi
kecelakaan diri secara terpisah atau asuransi tanggung
jawab pemberi kerja kepada personel yang ditugaskan.
Selama masa kerja, penyedia/vendor bertanggung jawab
atas proses pengajuan dan penyelesaian klaim terkait
kecelakaan, kecelakaan kerja, kematian, biaya
pengobatan, dan lainnya sesuai dengan ketentuan
perusahaan asuransi.

. BERLTATIUR AR S A R E R W 7 TAEHA 18] W B T A7
RERT, BERELAAFTAEAFEFA, FRYHT
A 1E S R RAH A LR, I 77T E TG T E N
7 & T /., Apabila personel yang ditugaskan oleh
penyedia/vendor mengalami kecelakaan kerja atau
meninggal dunia selama beker ja di pihak pengguna jasa,
penyedia/vendor wajib bertanggung jawab menangani

seluruh proses administrasi, melaporkan kejadian



tersebut kepada instansi ketenagakerjaan setempat,
serta menanganinya sesuail dengan ketentuan
masing-masing jenis asuransi dan bertanggung jawab
atas seluruh proses klaim yang termasuk dalam cakupan
asuransi.

5. BERLRTATIR AR & A R B R RO B R
MBEXE T IAFERE, RARE TG FHE TR
#H, NEBATRMIRT, mHETFRZLAREARE, TRXY
F RN TAES 1 i @ &K, Personel yang ditugaskan
oleh penyedia/vendor wajib mematuhi peraturan
perundang—undangan yang berlaku di tingkat nasional
maupun daerah serta peraturan dan tata tertib yang
ditetapkan oleh pihak pengguna jasa, mematuhi arahan,
pembinaan, dan pengaturan pekerjaan dari pihak
pengguna jasa, melaksanakan tanggung jawab sesuai
dengan jabatannya secara sungguh—sungguh, mematuhi
prosedur keselamatan kerja secara ketat, serta
memenuhi target kuantitas dan kualitas peker jaan yang
diberikan oleh pihak pengguna jasa.

6. BEABIRH RS A R BATAEF TR E£WHE &
G R RY IR rEMSEME = FWERT, bbH
MEHEAEFAE AL A A . Segala urusan yang
timbul akibat atau berkaitan dengan pelaksanaan

kontrak ini oleh personel yang ditugaskan oleh



penyedia/vendor, baik yang melibatkan lokasi pihak
pengguna jasa maupun pihak ketiga mana pun, wajib
ditangani oleh penyedia/vendor dan seluruh biaya yang
timbul menjadi tanggung jawab penyedia/vendor.

7. MNBEIREHRSAREA G TEHENER, 7
TR A b LLURR 22 8] e (£ 8 o R WG 7 . 5% g2 i B B 40
ZHED—ZAFTAINXREG T EEMIRE RS AR
Selama personel yang ditugaskan oleh penyedia/vendor
bekerja di lokasi, makanan, perlengkapan keselamatan
kerja (APD), serta akomodasi selama masa kerja akan
disediakan secara gratis oleh pihak pengguna jasa.
Penyedia/vendor wajib menugaskan sekurang—kurangnya
satu orang penanggung jawab untuk mengelola dan
mengoordinasikan personel yang ditugaskan di pihak
pengguna jasa.

8. BRI BIKEHARS A RAEETHEHME (&) KA,
S, B TAER 2B SN KT LR 4 R T i
ALY, mEERE EATAEFAEMKEAREE,
Apabila selama di luar jam kerja (baik di dalam maupun
di luar area perusahaan), personel yang ditugaskan oleh
penyedia/vendor mengalami cedera akibat kecelakaan
atau meninggal dunia karena sebab yang tidak berkaitan
dengan pekerjaan, maupun menimbulkan kerugian bagi

pihak pengguna jasa, maka penyedia/vendor bertanggung



jawab untuk menangani sendiri kejadian tersebut serta
menanggung seluruh biaya terkait dan kompensasi/ganti
rugi yang timbul.

=. BRZ5/AHA PERIODE LAYANAN:

2026 £ 9 A 1 H % 2028 48 A 31 H

1 September 2026 hingga 31 Agustus 2028

P9, 3RINZEK PERSYARATAN PENAWARAN HARGA:

LBt & St B REM 2 (HMMERD) , R
AR BN (& PPH23. & PPND , Z & E 5N i
HEAZARBMANEEERA, a2EFRTEREES
F.MERA. RTERFA. ATY/BUFIESBGEE A, &
FEH, ZbxEEeSE; fe ATERA (TF. THR,
R H . REHE . S HL BPIS) o REHE K A A R
7B, BPIS S04 th ) 8 2 AL 5% Ll DR R L i AR A,
W& B % 1~ {E ] ¥ , Perhitungan Penawaran Harga:

Penyedia/vendor melakukan penawaran harga berdasarkan
Lampiran 2 “ Template Penawaran Harga ” , dengan
menggunakan harga satuan per orang per bulan, termasuk
PPh 23 dan tidak termasuk PPN. Biaya manajemen tersebut
merupakan biaya pengelolaan yang dikenakan oleh
penyedia/vendor per orang per bulan, yang mencakup
namun tidak terbatas pada berbagai biaya

administrasi/mana jemen, biaya keuangan, biaya

pemeriksaan kesehatan karyawan, biaya pengurusan



sertifikat industri/pemerintah, kompensasi wajib
berdasarkan ketentuan hukum pada saat kontrak berakhir
atau dihentikan, dan biaya terkait lainnya.Biaya
tersebut tidak termasuk biaya tenaga kerja, seperti
gaji, THR, lembur, uang makan, dan biaya BPJS yang
menjadi tanggungan perusahaan.Selama masa layanan,
apabila terjadi perubahan jumlah personel, penyesuaian
persentase iuran BPJS, perubahan persentase pajak dan
biaya lainnya, perubahan nilai tukar, maupun perubahan
harga barang/jasa, biaya manajemen tersebut tidak akan
dilakukan penyesuaian.

2. H B LA . 2026 £ 8 A 29 H H fmik &[5 09: 00
B o BATAS WAKTU PENAWARAN HARGA: paling lambat tanggal

29 Agustus 2026 pukul 09.00 WIB (Jakarta Time).

3. MR X FHE R TN ARMEHXHEREHTE (H
o) RN BAT BN A I KA S R TR R B 4E K
i 45 731465071@qg.com , METODE PENYAMPAIAN DOKUMEN
PENAWARAN: Dokumen penawaran dalam bentuk hard copy
yang telah disegel/disampul tertutup diserahkan ke

Departemen Material, Lantai 2 Gedung Administrasi
Huadian Bukit Asam Power, atau penawaran elektronik

dikirimkan ke alamat email yang telah ditentukan:
731465071@qq. com

B T EZNFN X GFELETFHE, BAEEXR
®, KWF AN &G —RFA,  E A A ARS8 A
“TRETUE XXX R IGAR B AR X (ki E]D 7


mailto:731465071@qq.com。

Dokumen tanggapan penawaran yang disampaikan oleh
peserta penawaran wajib ditandatangani dan dibubuhi
cap perusahaan. Dokumen penawaran agar tidak
dikirimkan berulang kali. Pihak pengadaan hanya
mengakui penawaran terakhir yang diterima.
Judul/subjek email wajib dicantumkan
sebagai: “Dokumen Penawaran Paket Pengadaan XXX Proyek
Sumsel-8 (Nama Perusahaan)” .

., FFFR: BFFHREMNE, ERHBELXEF K
L AR A w032 I 7 48 i 3 i 2B R BT o XA A R A
£ | A F1F F . METODE EVALUASI: menggunakan
metode harga terendah setelah evaluasi, yaitu kandidat
penyedia yang direkomendasikan sebagai calon pemenang
ditentukan berdasarkan urutan harga penawaran terendah
dari penyedia yang memenuhi kebutuhan pengadaan.
Penawar yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi
tidak akan dievaluasi.

7~y BRARA: KA

NARAHUBUNG: Zhang Jun Shu

. BRA®IE : 085373257862

KONTAK : 085373257862

N, AUARHBEENFR: BF LA H:
731465071 (@qq.com,, % Wi A2 F 4 S 7] 7] & 3% F 4,
HMATEE, HEAmm Ao MA “BKABEIE XXX X W
PREL I AR £ ] (#k/ 8 ) 7 . Saluran dan tata cara
penyampaian keberatan/pertanyaan: klarifikasi hanya

dapat disampaikan melalui alamat email khusus
klarifikasi, yaitu 731465071(@qq.com  Apabila dalam
proses pengadaan terdapat pertanyaan, peserta dapat

mengirimkan ke alamat email tersebut; pertanyaan yang
disampaikan melalui saluran lain tidak akan ditanggapi.


mailto:731465071@qq.com

Judul/subjek email wajib dicantumkan sebagai:
“Pertanyaan Tender Paket Pengadaan XXX Proyek PLTU
Sumsel-8 (Nama Perusahaan)” .

. R BEEHRIKFKZEE S Alanat Fmail Penerimaan

Pengaduan Pengadaan:chdptplpe@gmail.com,




Mtk 1 LAMPIRAN 1:

ErlkE X

FORMAT KONTRAK

¥ BT RR R E

Pihak Pertama : PT PEMBANGKITAN LISTRIK PINTAR
ENERGI

LT

Pihak Kedua :

F.LRFAAREFXER., B~ ZEXREN,
WAEE XA K EREANL, BT RPN, FHAEKLFEET,
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, berdasarkan prinsip
kesetaraan dan kesukarelaan, kesepakatan melalui
musyawarah, serta saling menguntungkan, dengan mengacu
pada Kketentuan peraturan perundang—undangan yang
berlaku, sepakat untuk menandatangani perjanjian ini
dan berkomitmen untuk bersama—-sama mematuhi seluruh

ketentuannya.
—. BRSSHAPRFOAiZzT, Jangka Waktu dan Bentuk Layanan
I, #MR: 2026 49 A 1 HE 2028 8 A 31 H, #4&
FHRN, FHAEHEHEFAEFE, ANRIN=_THRE
EMLFEEARGRARBIBRFAR. WHLSFRLTF MR
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M5 A ST i R Z 3 AME & (dn PKWT & [/ 2 30 A0 2 5
BAME) , ZRACEEELHERRY, ZEERHATT
B, L7 EATAE, ¥ HELH AT XM, Jangka waktu: 1
September 2026 sampai dengan 31 Agustus 2028. Selama
masa kontrak, PIHAK PERTAMA, berdasarkan kebutuhan
produksi dan operasionalnya, berhak mengakhiri kontrak
ini atau mengurangi jumlah personel layanan dengan
memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK
KEDUA sekurang—kurangnya 30 hari sebelumnya. Apabila
hal tersebut menyebabkan PIHAK KEDUA wajib membayar
kompensasi ekonomi sesuai ketentuan hukum kepada
personel layanan (seperti kompensasi berakhirnya
kontrak PKWT atau kompensasi pemutusan hubungan kerja),
biaya tersebut telah termasuk dalam biaya manajemen
PIHAK KEDUA. Apabila biaya manajemen tersebut tidak
mencukupi untuk menutupi biaya tersebut, maka PIHAK
KEDUA wajib menanggung kekurangannya sendiri dan PIHAK
PERTAMA tidak berkewajiban melakukan pembayaran
tambahan.

2. W, LR AREFZ FNHARAELeERER. TFH
HRTEKR, BRkARER (LR, ®m/E. R, &
RMERA. FHREF) , R EHFRE20 45 %, BH
K N ZR AR, EF FREl NEEFHRIZE X
FERMITAE, THIKEBARSG A R LERR B A KA %,
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LHERERFARIT LB EH G 6 B, FLe kW7
KA, FHEEFRERE RS A RN LRI FIEHAR 6
Fl P 894 4% 2 . PIHAK PERTAMA dan PTHAK KEDUA membentuk
hubungan kerja sama dalam bentuk outsourcing tenaga
kerja. PIHAK KEDUA, sesuai dengan kebutuhan PIHAK
PERTAMA, menugaskan personel yang sehat secara fisik
(tidak memiliki penyakit jantung, tekanan darah tinggi,
epilepsi, penyakit menular, gangguan mental, dan
lain—lain), pada prinsipnya berusia antara 20 hingga
45 tahun, serta memiliki pengalaman kerja di pembangkit
listrik tenaga termal (PLTU), untuk bekerja di
perusahaan PIHAK PERTAMA pada posisi pekerjaan
pendukung produksi, dukungan operasional, dan posisi
terkait lainnya.

Jumlah personel layanan yang ditugaskan oleh PIHAK
KEDUA didasarkan pada jumlah personel yang benar—benar
ditempatkan di lokasi.

PIHAK KEDUA wajib membuat kontrak kerja tertulis
dengan personel vyang ditugaskan serta membangun
hubungan kerja yang sah. PIHAK KEDUA juga wajib
menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA surat keterangan
tidak memiliki catatan kriminal dan laporan
pemeriksaan kesehatan yang dilakukan dalam 6 bulan

terakhir untuk setiap personel yang ditugaskan.
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3. LHMHFARENE T F KA RERR A
PR EI By E BB RIZE R TR, MH5 AR Ea#RN,
FRMREBERMLT; wE AL BEARSAREBELT
FE, BLCHRARNBBERNTNFE; WwF T REFEE
AR, CHNRERHZARESET I o FHREREF
7 . Personel layanan PTHAK KEDUA yang ditempatkan untuk
bekerja di PIHAK PERTAMA akan melaksanakan peker jaan
pendukung produksi dan dukungan operasional di PT Huayu
Power Indonesia. Apabila personel layanan mengundurkan
diri atas kehendaknya sendiri, PIHAK PERTAMA wajib
segera memberitahukan PIHAK KEDUA secara tertulis.

Apabila PIHAK PERTAMA tidak lagi menggunakan
personel layanan tersebut dan mengembalikannya kepada
PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk
mengurus seluruh prosedur ketenagakerjaan terkait.

Apabila PIHAK PERTAMA masih membutuhkan personel
tersebut setelah masa kontraknya berakhir, PIHAK KEDUA
wajib memprioritaskan perpanjangan kontrak kerja
personel tersebut dan tetap menugaskannya untuk
bekerja di PIHAK PERTAMA.

— . BAFBINFFIN S Hak dan Kewajiban PIHAK
PERTAMA

1. FAMLARBEARS REHLTREMRYK, AKX
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ML ERERS AR R B9 E N CHIEEARANE
fr, NMRKEEZARAEFERF 7o HERIN, ULHHEX
1B R AW R AL ok R FF AT« T 7 52 50 AR 55 20 8] AR &5~
AN R TAEEF 0B, =254 & 7 E . PTHAK PERTAMA
melakukan pengawasan dan pemeriksaan/penilaian
terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh PIHAK
KEDUA, serta berhak memberikan rekomendasi kepada
PIHAK KEDUA terkait pemberian penghargaan atau sanksi
kepada personel layanan. Sebagai pemberi kerja, PIHAK
KEDUA wa jib, berdasarkan peraturan internal perusahaan
dan rekomendasi tertulis dari PIHAK PERTAMA, membuat
keputusan akhir mengenai pemberian penghargaan atau
sanksi atas nama PIHAK KEDUA dan melaksanakannya.

PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas pembagian
tugas kerja, pelatihan keselamatan, dan pengaturan
operasional/produksi bagi personel layanan selama masa
layanan.

2. FLRAGRAAMMREARB#ATHE . £ Z 2R
SEFHNFNLEE, REHEF FARLAAEENZS
s A REIT ARAAHNE) o CEIHE) o CREW
W) % . PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertanggung
jawab memberikan pelatihan dan pembinaan Kkepada
personel layanan, termasuk pelatihan sebelum mulai

bekerja, pengetahuan Kkeselamatan produksi, serta
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aspek—aspek lainnya. Selama masa layanan, PIHAK
PERTAMA dapat, sesuai dengan ketentuan manajemen
perusahaan, membuat dan menandatangani dengan personel
layanan dokumen seperti “Per janjian
Jabatan/Peker jaan” “Per janjian Pelatihan” ,
“Perjanjian Kerahasiaan” , dan dokumen lainnya.

3. FARHB I ERTa=i, MR 15 KHMLH
REBBAREES, BRARERN T EATHEFEH
G, CHRIEI RN R R 1 H Y A A S R LR 7 R D
M- NS, FAEAE . TR 8w > A REIIRE.
Apabila PIHAK PERTAMA perlu menambah atau mengurangi
tenaga ker ja pada posisi tertentu, PIHAK PERTAMA wajib
menyampaikan surat pemberitahuan mengenai rencana
penambahan atau pengurangan personel kepada PIHAK
KEDUA sekurang—kurangnya 15 hari sebelumnya. Setelah
penambahan atau pengurangan personel ditetapkan
melalui prosedur tertulis yang disepakati oleh kedua
belah pihak, PIHAK KEDUA akan menambah atau mengurangi
personel layanan sesuai dengan isi surat pemberitahuan
dan kondisi aktual. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam melakukan
penambahan atau pengurangan personel.

4, MHEBERFAR WA ERF FAERE, NH7
M RME, FHAAMNERXRSARWTE, FANEKX
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CHREFEYEANERBER L. B8N, FHrAH
AL EE ], Selama masa layanan, apabila
personel layanan melanggar peraturan dan tata tertib
PIHAK PERTAMA serta menyebabkan kerugian terhadap
kepentingan PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA berhak
meminta pertanggungjawaban dari  personel yang
bersangkutan dan berhak meminta PIHAK KEDUA, atas nama
PIHAK PERTAMA, untuk menuntut ganti rugi kepada pihak
yang bersangkutan. Apabila pelanggaran tersebut
tergolong serius, PIHAK PERTAMA berhak langsung
menyerahkan kasus tersebut kepada instansi penegak
hukum setempat.

5., FAAMREBEAIFRERLAMSFOFTHNE, HH
Lt (RuUFHMHAERTXE) EACTRZRE AR
P AT RN SERE, CHENEREE, ERENKREHE
EHARS AR THAF, FREMETHE A RENES
DX A TR & Muara Enim 31X 5 % T %F 477 . PTHAK PERTAMA
dapat menambah atau mengurangi tenaga Kkerja yang
disediakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kebutuhan
tenaga kerja, serta memberikan “Rentang Panduan
Anggaran Gaji Jabatan” kepada PIHAK KEDUA sebagai
acuan dalam menyusun skema pengupahan personel
layanan.

Sebagai pemberi kerja yang sah secara hukum, PIHAK
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KEDUA secara mandiri menetapkan tingkat upah personel
layanan sesuai dengan ketentuan hukum dan dalam rentang
yang telah ditetapkan, serta memastikan bahwa upah
tersebut tidak lebih rendah dari batas bawah rentang
panduan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA maupun
standar upah minimum yang berlaku di wilayah Muara
Enim.

6. ¥5AMEH Tt L H BT RGRNFEL, GFHE
TRTERCTERTHF 6. BPIS WAL, THX
KILE . AMEe XA, AlefE. LHIOLILEXF. T
TR AE R T $R HE AT E K G 5 AN T AR H AR AR K O R A
B £ IE R B 1 . PTHAK PERTAMA berhak melakukan audit

kapan saja terhadap pelaksanaan kontrak ini oleh PIHAK
KEDUA, termasuk namun tidak terbatas pada pemeriksaan
kontrak ker ja antara PIHAK KEDUA dengan karyawan, bukti
pembayaran BPJS, catatan pembayaran gaji, bukti
pembayaran kompensasi, laporan pemeriksaan kesehatan,
catatan pengurusan/perolehan sertifikat, dan dokumen
terkait lainnya.

PIHAK KEDUA wajib menyediakan dokumen asli atau
salinan yang telah dilegalisasi/notaris atas dokumen
terkait dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja

sejak PIHAK PERTAMA mengajukan permintaan audit.

17



=\ ZFHIRFIFI X E HAK DAN KEWAJIBAN P1HAK KEDUA

1. THHR I?EE(%/\W%Z]?/\HW]Kﬂ R IR B2k
S =l (BPIS) o 7 N A AR 4 A 3 1 3% 3 4 vy & A1
17 E Rk e £ T ER Eﬂﬁ%ﬁﬂléﬂ AV 38 N YNEIES
PIRFIRSARAEIIMEE. T, BT RETEEE T,
PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas penandatanganan,
pemutusan, atau pengakhiran kontrak kerja dengan
personel layanan serta pembayaran iuran asuransi wajib
(BPJS). PIHAK KEDUA juga wajib menyediakan asuransi
kecelakaan diri secara terpisah atau asuransi tanggung
jawab pemberi kerja bagi personel layanan. Selama masa
layanan, PIHAK KEDUA bertanggung jawab menangani
proses klaim atas kecelakaan, kecelakaan Kkerja,
kematian, biaya pengobatan, dan klaim terkait lainnya
bagi personel layanan sesuai dengan Kketentuan
perusahaan asuransi.

2. THMHFA R BT ER R T EREARTF 77
HWAMERE, RAF FASH T TELHE, AEBETH
RS, mHRETZLRENE, TREFAXRPNITHEE
#1 i & FE 3K . Personel layanan PTHAK KEDUA wa jib mematuhi
peraturan perundang—undangan yang berlaku di tingkat
nasional maupun daerah serta peraturan dan tata tertib
PIHAK PERTAMA, mematuhi arahan, pembinaan, dan

pengaturan peker jaan dari PIHAK PERTAMA, melaksanakan
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tanggung jawab sesuai dengan jabatannya secara
sungguh—sungguh, mematuhi prosedur keselamatan kerja
secara ketat, serta memenuhi target kuantitas dan
kualitas pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

3. LHEHNEREE, KiEZERS A R BPIS 45
EBF AT FMBL, HEMETHRRT R ERLFRR
FRRMER (RUFMmAETXE) TR FARELH
e BEHY A B BPJS 4 Fn B 2% W 4R AL | 2 7 3K AT BPJIS X
BAx &, TR 2MENMSF XM E KR 4 . PIHAK KEDUA,
sebagai pemberi kerja yang sah secara hukum,
bertanggung jawab menetapkan dasar perhitungan iuran
BPJS bagi personel layanan sesuai dengan ketentuan
hukum dan melakukan pelaporan serta pembayaran iuran
tersebut, serta memastikan bahwa pembayaran tidak
lebih rendah dari tarif resmi terbaru yang ditetapkan
oleh Pemerintah Indonesia maupun batas bawah “Rentang
Panduan Anggaran Gaji Jabatan” yang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA. PIHAK PERTAMA akan membayarkan dana
iuran BPJS  kepada  PIHAK  KEDUA  berdasarkan
pemberitahuan pembayaran BPJS bulanan atau bukti
pelaporan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA. Dana
tersebut merupakan salah satu komponen dari imbalan

jasa layanan.

4, T M EEAN R B FETE M F B x 2R
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(BPJS) , 44k =R [ (BPIS) B, W 7 EHMH KX
e, ERERE T FAE; B RBEREARSHN
Y, B — H A A B E A 0. 2%, R KB ST IE
TEERE, ¥HEMNERLHEETE, PIHAK KEDUA
wajib membayar iuran asuransi wajib (BPJS) sesuai
dengan jenis iuran dan persentase yang ditetapkan oleh
peraturan perundang—undangan. Dalam pembayaran iuran
BPJS, apabila terjadi keterlambatan pembayaran kepada
PIHAK KEDUA yang disebabkan oleh PIHAK PERTAMA, maka
segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK
PERTAMA.

Apabila keterlambatan pembayaran iuran BPJS
disebabkan oleh PTHAK KEDUA, maka untuk setiap 1 (satu)
hari keterlambatan akan dikenakan pengurangan sebesar
0,2% dari biaya manajemen bulan berjalan. Apabila
keterlambatan pembayaran tersebut menimbulkan akibat
yang  serius, PIHAK  PERTAMA  berhak  menuntut
pertanggung jawaban dan ganti rugi dari PIHAK KEDUA.

5. MAFANRER 7 TR EIATHRLT, a7
MBI FEE A, FRYMFTAITEL K ERRA XM

AR, ARAFTEMERKRREAWER T/, Apabila
personel layanan mengalami kecelakaan kerja atau
meninggal dunia selama bekerja di PITHAK PERTAMA, PIHAK

KEDUA wajib menangani seluruh proses administrasi,
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melaporkan  kejadian  tersebut  kepada  instansi
ketenagaker jaan setempat, menanganinya sesuai dengan
ketentuan masing-masing jenis asuransi, serta
bertanggung jawab atas seluruh proses klaim yang
termasuk dalam cakupan asuransi.

6. ZHRAAMFARNZHEE, EFRTALTRK
A5 B ZAFHILEKHETF AL FHH NN EITRWN
AEWHATEN, CHSRIFARWN (RALH A S
Xy , #lETH. sRRERAEBZRETER, ULHTEX
A% Ja$R X F 7 W A\ B $AT . PIHAK KEDUA bertanggung
jawab atas pengelolaan absensi personel layanan.
Penanggung jawab yang ditempatkan di lokasi wajib
menyelesaikan pencatatan absensi dan melakukan
penandatanganan sebagai bentuk konfirmasi paling
lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.

PTHAK PERTAMA berhak melakukan verifikasi terhadap
keaslian dan kebenaran catatan absensi. PIHAK KEDUA
mengacu pada “Rentang Panduan Anggaran Gaji Jabatan”
yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk
menyusun tabel perhitungan gaji, asuransi wajib (BPJS),
dan biaya manajemen. Setelah diterbitkan atas nama
PITHAK KEDUA, dokumen tersebut diserahkan kepada PIHAK
PERTAMA wuntuk diperiksa dan dikonfirmasi sebelum

dilaksanakan.

21



7. BTRARHEERNETSZ2ER , REAEX S
AEENHERAENEFRE; T CAMFARERF
FAEFE ., BEABLRZANEE RFRFTEME LK
A EF B L A, Apabila terjadi kecelakaan
keselamatan kerja yang disebabkan oleh tanggung jawab
kedua belah pihak, masing—masing pihak wajib
menanggung tanggung jawab atas kecelakaan dan tanggung
jawab ekonomi sesuai dengan pembagian tanggung jawab
yang telah ditetapkan. Apabila kecelakaan terjadi
akibat personel layanan PIHAK KEDUA melanggar
peraturan dan tata tertib, prosedur operasional, serta
prosedur keselamatan yang berlaku di PIHAK PERTAMA,
maka tanggung jawab atas kecelakaan tersebut beserta
seluruh biaya yang timbul sebagai akibatnya menjadi
tanggung jawab PIHAK KEDUA.

8. LHANRHEBATARERTT A ENKE A FH KN
WRETAERSEMRE = 70ET, Mg lry AR
A FH BT & & B9 % FH » Segala urusan yang timbul akibat atau
berkaitan dengan pelaksanaan kontrak ini oleh personel
PIHAK KEDUA, baik yang melibatkan lokasi PIHAK PERTAMA
maupun pihak ketiga mana pun, wajib ditangani oleh
PIHAK KEDUA dan seluruh biaya yang timbul menjadi
tanggung jawab PIHAK KEDUA.

9, ZHEWEF A RENBRBRARZ T, FERT
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BATHFEFEHEE, AEILANATEERNEFT FERAR
IRIEZIIE A M E, w7 R H A RGN A8 A 2
B 7R, e A RME— Hm A EEERE 0. 5%t AT E
it E, R RiTIAE| 20%, F A AMNLLEE, FHNTH
FARRHERERFTIFARERTERRNTN, BRLH
By TE /% 5t £ . Setelah menerima surat pemberitahuan
mengenai rencana penambahan atau pengurangan personel
dari PIHAK PERTAMA dan setelah ditetapkan melalui
prosedur tertulis yang disepakati oleh kedua belah
pihak, PIHAK KEDUA wajib menempatkan personel yang
dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA di lokasi proyek untuk
melapor dan mulai bertugas dalam waktu paling lambat
15 (lima belas) hari kerja.

Apabila personel layanan PIHAK KEDUA tidak dapat
melapor kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu yang
telah ditentukan, maka akan dikenakan pengurangan
biaya manajemen sebesar 0,5% dari biaya manajemen
bulanan untuk setiap orang dan setiap 1 (satu) hari
keterlambatan, yang dihitung secara kumulatif.

Apabila total pengurangan mencapai 20%, PIHAK
PERTAMA berhak mengakhiri kontrak. Selain itu, apabila
PTHAK KEDUA menimbulkan akibat serius karena tidak
menyediakan personel yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA
tepat  waktu, PIHAK  PERTAMA  berhak  menuntut
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pertanggung jawaban dan ganti rugi dari PIHAK KEDUA.

10, ZHIREERS AR EIN TEHEANER., FTR
Hoow LEMRGFHEWER B F F % %%, Makanan,
perlengkapan keselamatan kerja (APD), serta akomodasi
selama masa layanan bagi personel yang ditugaskan oleh
PIHAK KEDUA selama bekerja di lokasi akan disediakan
secara gratis oleh PIHAK PERTAMA.

11, ZHUMZHED —ZAGEENREEF 73 H
W7, RERCHBTREEEERRT, @FEFRT: 27 R
THHEE®RE, FHILFX. LERE. 22REWH. 5F
RS MR AT EE. ZAGEERKEL WAL,
HL A ERFXAHFM, TECHEARAANECNEERR
A, PTHAK KEDUA wajib menugaskan sekurang—kurangnya 1
(satu) orang perwakilan manajemen lapangan untuk
menetap di lokasi proyek PIHAK PERTAMA dan mewakili
PIHAK KEDUA dalam menjalankan tanggung jawab
pengelolaan sebagai pemberi kerja, termasuk namun
tidak terbatas pada: pengelolaan karyawan PIHAK KEDUA
sehari—hari, pencatatan absensi, pengawasan disiplin,
koordinasi jaminan keselamatan, serta koordinasi
dengan PIHAK PERTAMA terkait kualitas layanan.

Perwakilan manajemen lapangan tersebut merupakan
karyawan PIHAK KEDUA, ditunjuk dan diberikan

remunerasi oleh PIHAK KEDUA, serta menjalankan

24



kewenangan manajemen PIHAK KEDUA sebagai pemberi
ker ja.

12, ZHIRE RS A RS TIEHE (&7 KA. 4,
HAEEHAREASRAESAXARET UR S F 78RRk
B, B 77 B AT AL B G AR HEAE K 5% Bl B B 12 o Apabila selama
di luar jam kerja (baik di dalam maupun di luar area
perusahaan), personel yang ditugaskan oleh PTHAK KEDUA
mengalami cedera akibat kecelakaan atau meninggal
dunia karena sebab vyang tidak berkaitan dengan
peker jaan, atau menyebabkan kerugian kepada PIHAK
PERTAMA, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk
menangani sendiri kejadian tersebut serta menanggung
seluruh biaya terkait dan ganti rugi yang timbul.

13, BahEHEFEFH R THARSHMH. AT /BURFIEH
BOEF R . GREM. & bERMEeE, Lh A HikH
B R 57 T80 440 B ok vk AR v AU B B R AT O R B AT 4
R T SAE R BUTAAG . BB B R R 5 B LA
. iR RIRBF—VnEhlaxE, §FFTLX.

Biaya  pemeriksaan = kesehatan  karyawan, biaya

pengurusan/perolehan sertifikat industri/pemerintah,
kompensasi wajib karena berakhir atau dihentikannya
kontrak, serta biaya lainnya yang telah termasuk dalam

biaya manajemen, wajib dibayarkan oleh PIHAK KEDUA

secara penuh kepada karyawan atau instansi pemerintah
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terkait sesuai dengan standar wajib yang ditetapkan
dalam peraturan Kementerian Ketenagaker jaan Indonesia
dan peraturan perundang—-undangan terkait.

Apabila karena PIHAK KEDUA tidak membayarkan biaya
tersebut secara penuh kemudian timbul pemeriksaan
ketenagaker jaan, denda, tuntutan/kompensasi dari
karyawan, atau tanggung jawab lainnya, maka seluruh
tanggung jawab tersebut menjadi tanggungan PIHAK KEDUA
dan tidak berkaitan dengan atau menjadi tanggung jawab
PTHAK PERTAMA.

9. SEIMRIFFITENSHE PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
DAN KONDIS| KERJA

1. FAARFARRBEFEEZARN T 22T A
F A An i B Wy % 51 7 47 & o PIHAK PERTAMA menyediakan
kondisi keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai
dengan ketentuan nasional serta perlengkapan pelindung
kerja yang diperlukan bagi personel layanan.

2. LHEHRHRFARBRLIEH AN Z 2 w3
A% ¥ 77, Personel layanan yang disediakan oleh PTHAK
KEDUA dan mengundurkan diri wajib mengembalikan
seluruh perlengkapan keselamatan kerja kepada PIHAK
PERTAMA.

B RAEEMTRE 455X 18] RENTANG PANDUAN ANGGARAN
GAJI JABATAN
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KAk H TENIS
POSISI

F W TR BATAS
BAWAH UPAH

(IDR/H)

B LR BATAS
ATAS UPAH

(IDR/H)

£IE
CATATAN

EEXFR(EEH )
Kategori Pendukung
Operasional (Pendukung
Mana jemen)

Rp&, 000, 000. 00

Rp20, 000, 000. 00

AR R (IZ 4R B K )
Kategori Pendukung
Produksi (Pendukung

Operasi dan
Pemeliharaan)

Rp4, 300, 000. 00

Rp13, 300, 000. 00

% X 6] 4
FAF E
ETH B
FEAKRT
Fe+[E 2
W), EA
PKWT 4&-[5]
B\ ik
M2 4 B
A
Nominal
dalam
rentang
tersebut
merupakan
total upah
tetap
bulanan
(gaji
pokok +
tunjangan
tetap),
yang
menjadi
dasar
perhitung
an
kompensas
i sesuai
ketentuan
peraturan
perundang
—undangan
pada saat
berakhirn
ya kontrak
PKWT.

75y BRZ5Z2F BIAYA LAYANAN
1. ZHEREERE, INEREARHTEAEFK
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T Muara Enim 3 X BFFr il € B9 (R T H AR & L HHK
JFEBERMRIAATE, THNREENAETRAF, 7
RERZE N RRTFEATE, HAREBRSSE T HIATLRK
KeH. whHE ARAR T H o TRERHRNKIHAT
M, W AT 2, PIHAK KEDUA, sebagai pemberi ker ja yang
sah secara hukum, wajib membayarkan gaji kepada
personel layanan yang tidak boleh lebih rendah dari
standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah
daerah Muara Enim.

Apabila pemerintah daerah setempat melakukan
penyesuaian terhadap standar upah minimum, PIHAK KEDUA
wajib menyesuaikan tingkat upah sesuai dengan
ketentuan hukum vyang berlaku. PIHAK  PERTAMA
selanjutnya akan menyesuaikan jumlah biaya tenaga
kerja yang dibayarkan kepada PIHAK KEDUA berdasarkan
standar upah minimum yang telah disesuaikan tersebut.

Apabila gaji personel layanan yang berlaku saat ini
telah lebih tinggi daripada standar upah minimum yang

telah disesuaikan, maka tidak dilakukan penyesuaian.

2. LH#HEFEAEFNH Rp (4 PPH23. F4 PPN)
WEBEEZRA, AR EA2% Y Rp (K
= ), A REATH A 4 BER &89 B AR A St &

FR4-2A 8] & 4 A R 38, BPJS S48 b7 2 R B 2 e L L
EREE MR ESE, e EHE A HIAE ., PIHAK KEDUA
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mengenakan biaya manajemen sebesar Rp  per orang
per bulan (termasuk PPh 23 dan tidak termasuk PPN).
Total nilai kontrak untuk sementara diperkirakan
sebesar Rp  (terbilang: ). Selama
pelaksanaan kontrak, perhitungan dilakukan
berdasarkan jumlah personel yang benar—benar menerima
layanan.

Selama masa layanan, apabila terjadi perubahan
jumlah personel, penyesuaian persentase iuran BPJS,
perubahan persentase pajak dan biaya lainnya,
perubahan nilai tukar, perubahan harga, dan sebagainya,
maka biaya manajemen tersebut tidak akan dilakukan
penyesuaian.

3. A2 HRIH AR F 7 e RFE 8T, &F 7
mAEZG, wRS A IR NS E A TR AR KR 5
B8 &, AR FEHING, B HITTEAME2HAILL “H R
FEEAARNE" AE P AHOEXNLE, ¥ 7 RELH
H ek e MR ZERMERERFFRTIRE, 10 THEH AU
I AN BT, wHpaEEEARS %, NEga
1 HXNEEFNO.22MENEN S ZHRIHNEEFH
L AR TRMIE N “FEE” WERAE (& PPh 23,
PPh 23 st & # 5% & 4% 2% R 40, A TR ¥4 1N PPh23
MA&D , LLK PPN Faktur Pajak. Z 77 WEF 77 % % R
FANRMATLR, NITABEAN “ATHR” WAE, Z#o
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TAEWC PPN. g AL Bk B 2 52, s W7 A AT T B AR IR
FAREAAZREEFARAXERBLAAIN S L7 .
Paling lambat tanggal 20 setiap bulan, PIHAK KEDUA
beker ja sama dengan PIHAK PERTAMA untuk menyelesaikan
pencatatan absensi. Setelah dilakukan pemeriksaan dan
persetujuan akhir oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA
menyusun tabel perhitungan biaya tenaga kerja dan biaya
mana jemen berdasarkan jumlah personel yang benar—benar
memberikan layanan pada bulan tersebut.

Setelah dikonfirmasi dan ditandatangani oleh kedua
belah pihak, PIHAK KEDUA menerbitkan faktur resmi
dengan nama pelanggan “PT PEMBANGKITAN LISTRIK PINTAR
ENERGI” sesuai dengan jumlah vyang bersangkutan.
Setelah PIHAK PERTAMA menerima faktur yang benar, sah,
dan sesuai dengan ketentuan beserta dokumen pendukung
terkait serta hasil pemeriksaan dinyatakan benar,
pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan dalam waktu 10
(sepuluh) hari kerja melalui transfer bank.

Apabila PIHAK PERTAMA  terlambat melakukan
pembayaran biaya jasa teknis, maka untuk setiap 1 (satu)
hari keterlambatan, PIHAK PERTAMA wajib membayar denda
sebesar 0,2% dari biaya manajemen.

Untuk biaya manajemen yang diterima oleh PIHAK
KEDUA, PIHAK KEDUA wajib menerbitkan faktur yang sah
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kepada PTHAK PERTAMA dengan uraian “Biaya Manajemen” ,
termasuk PPh 23. PPh 23 hanya dipotong sebesar 2% dari
nilai biaya manajemen, sedangkan biaya tenaga kerja
tidak termasuk dalam dasar pengenaan PPh 23, serta
menerbitkan Faktur Pajak PPN (PPN Faktur Pajak).

Untuk biaya tenaga kerja yang dibayarkan oleh PTHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk selanjutnya
dibayarkan kepada personel layanan, PIHAK KEDUA wajib
menerbitkan faktur dengan uraian “Biaya Tenaga
Kerja” , dan bagian tersebut tidak dikenakan PPN.

Apabila diperlukan penerbitan jenis faktur lainnya,
maka kedua belah pihak akan melakukan pembahasan dan
menyelesaikannya melalui kesepakatan terpisah.

Setelah menerima faktur, PIHAK PERTAMA melakukan
pembayaran kepada PIHAK KEDUA melalui cek atau transfer
bank.

Z 771z K. Informasi PIHAK KEDUA:

FF F 4T Nama Bank:

F 4 Nama Pemilik Rekening:

ik = Nomor Rekening:

ft. = NPWP:

+. ETERABNAZE Ketentuan Mengenai Alasan
Pengakhiran/Pemberhentian Peker jaan

I, ZHBHARER 7 TIEHER THEYZ—8,
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B 7 7 LA T Apabila selama bekerja di PTHAK PERTAMA,
personel layanan PIHAK KEDUA mengalami salah satu
kondisi berikut, maka PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri
penugasan personel tersebut. :

(—) 150 F HA 8] 4% 1L BA 1 4F & K Fl & 1 895 Selama masa
percobaan terbukti tidak memenuhi persyaratan
penerimaan ker ja.

(Z)FESRFHLERTF H WA E H E W
Melakukan pelanggaran berat terhadap disiplin kerja
atau peraturan dan tata tertib PIHAK PERTAMA.

(Z)EXRR, EAEER, HF FiE KEAHREW;
Melakukan kelalaian berat dalam menjalankan tugas atau
melakukan tindakan curang untuk kepentingan pribadi
yang mengakibatkan kerugian besar bagi PIHAK PERTAMA.

(M MHEAREHESEMAARMELTHAR, N7
BB THEEFERTEDH, RELF 7k, 4
% IE #; Personel layanan secara bersamaan memiliki
hubungan kerja dengan pemberi kerja lain sehingga
memberikan dampak serius terhadap pelaksanaan tugas
peker jaannya, atau menolak memperbaiki kondisi
tersebut setelah mendapat teguran dari PIHAK PERTAMA.

(L) BH AR BREHEEEL A, EAENETHH
ERrRENER T, I NEB T 7 AT H N TR,

Personel layanan mengalami sakit atau cedera yang bukan
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disebabkan oleh pekerjaan dan setelah berakhirnya masa
perawatan medis yang ditentukan tidak dapat kembali
men jalankan pekerjaan semula maupun pekerjaan lain
yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA.

GO MEARTREMMETHE, 2B REFRETIER
L, AT T /ER; Personel layanan tidak mampu
melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan setelah
diberikan pelatihan atau dilakukan
penyesuaian/perubahan posisi kerja tetap tidak mampu
melaksanakan pekerjaan tersebut.

(t) % IR % €& % % # 5T £ B . Dikenakan
pertanggungjawaban hukum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang—undangan.

2. ATHIRZ—w, FARMW=_THUSEHA &
W T R H AN RARNE B L g7 AEA R R ANME e
B, AR T . ZH AMRHANRAEF 6 F AR Apabila
terdapat salah satu kondisi berikut, PIHAK PERTAMA
dapat mengakhiri penugasan personel layanan dengan
memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK
KEDUA dan personel yang bersangkutan
sekurang—kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya,
setelah PIHAK KEDUA menanggung kompensasi ekonomi yang
sesuai. PIHAK KEDUA selanjutnya bertanggung jawab

untuk mengurus pemutusan kontrak Kkerja personel
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layanan tersebut.

()BT LR KB ERFE AR EEAZN, BE
WX EEAT, @F 7 HELAME, REREEBNAEL
A& HY s Apabila terjadi perubahan besar terhadap
kondisi objektif yang menjadi dasar dibuatnya
perjanjian 1ini sehingga perjanjian tidak dapat
dilaksanakan, dan setelah PTHAK PERTAMA dan PTHAK KEDUA
melakukan musyawarah namun tidak mencapai kesepakatan
mengenai perubahan isi perjanjian.

(=) ¥ 77 Wil # P~ #h AT ik R B B s 2 P2 28 & A
FEWE, FEKML AT A RN Apabila PIHAK PERTAMA
berada dalam kondisi mendekati pailit dan sedang
menjalani proses restrukturisasi sesuai Kketentuan
hukum, atau mengalami kesulitan serius dalam kegiatan
produksi dan operasional sehingga perlu melakukan
pengurangan personel PIHAK KEDUA.

J\. NA[#1/1E %= FAKTOR KEADAAN KAHAR (FORGE
MAJEURE)

THMERRELT R ENERF L ELET 7 E AT
Ewley, wE. EX. KR BIE. BON. F3), BFA
&%, NEX/SETANATH, AEHH, HAREL. BT
FHIR G A RHATETA BT A i/ H % . Keadaan kahar
(force majeure) adalah kejadian yang tidak dapat

dihindari atau berada di luar kendali para pihak,
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seperti gempa bumi, angin topan, kebakaran, ledakan,
sabotase, kerusuhan, invasi/perang, tindakan pihak
berwenang atau musuh asing, termasuk blokade, tindakan
perusakan, pemberontakan, dan sebagainya. Namun, aksi
mogok kerja yang dilakukan oleh personel layanan PIHAK
KEDUA tidak termasuk sebagai keadaan kahar.

EXTRAGEFEILT, ZHZEE—FHENT ALK E
ER% AB /N ARARZ T —F A M HEEm, EEH
BT EHEE IR B e RSBt Bl iy F 5 5, JEHF
B lel R R B A L R A, EAE T L R
% . Dalam keadaan kahar (force majeure), pihak yang
terdampak wajib memberikan pemberitahuan secara
tertulis kepada pihak yang tidak terdampak paling
lambat 48 (empat puluh delapan) jam setelah terjadinya
keadaan kahar tersebut. Pemberitahuan tersebut harus
memuat informasi secara rinci mengenai keadaan yang
menjadi penyebab terjadinya keadaan kahar serta
perkiraan jangka waktu berlangsungnya. Pihak yang
terdampak juga wajib terus memberikan pemberitahuan
kepada pihak yang tidak  terdampak mengenai
perkembangan keadaan tersebut, termasuk mengenai kapan
keadaan kahar tersebut berakhir.

EART A TS M B, T % T AEAD NI T RS
X%, WHARRTXAZHANERET. TR AFRER
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fEH9 30 B, F7 Rt B IR BB AT SR B Al AT, am
MERMAL, FARFEAEATRNARAEZHALNE
REFR, EAAEEAENLREES. FAREK £
FW, R hERL AV E MR, BB KRS, -7
HEA M REAIEEEE BT RRERLIFIL. Selama
keadaan kahar (force majeure) berlangsung, PTHAK KEDUA
dibebaskan dari  kewajiban memberikan  layanan
berdasarkan perjanjian ini, dan PIHAK PERTAMA juga
dibebaskan dari kewajiban membayar biaya manajemen
selama periode tersebut.

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah keadaan
kahar berakhir, kedua belah pihak wajib melakukan
musyawarah untuk menentukan apakah akan melanjutkan
pelaksanaan perjanjian atau mengakhiri perjanjian
lebih awal.

Apabila berdasarkan hasil musyawarah perjanjian
diakhiri lebih awal, PIHAK PERTAMA hanya berkewajiban
menyelesaikan pembayaran atas biaya yang telah timbul
sampai dengan tanggal terjadinya keadaan kahar, dan
tidak berkewajiban membayar denda atau ganti rugi dalam
bentuk apa pun.

Setiap perselisihan yang timbul berdasarkan
ketentuan ini akan diutamakan untuk diselesaikan

melalui  musyawarah  secara  baik-baik. Apabila
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musyawarah tidak mencapai kesepakatan, salah satu
pihak berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri
di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan,
Indonesia.

v TMBIT RSN AR PELAKSANAAN PERJANJ | AN DAN
PENYELESAIAN SENGKETA

FLHEM—7mEFMR. RERSRNZ, M 30
NTEBREMA T HAATHE, KRERT—HEAR, #BX7
RA Ko WA/ 77 ER, £HEELPNBEATH—T,
IR 3T 77 AR i R B 2 A STk . MR, AR
BUAT % 1k, Apabila salah satu pihak, baik PTHAK PERTAMA
maupun PIHAK KEDUA, bermaksud untuk mengakhiri atau
mengubah isi kontrak ini, pihak tersebut wajib
memberitahukan kepada pihak lainnya dan melakukan
musyawarah sekurang—kurangnya 30 (tiga puluh) hari
kerja sebelumnya. Tanpa persetujuan bersama dari kedua
belah pihak, perjanjian ini tetap berlaku.

Apabila salah satu pihak secara sepihak
menghentikan pelaksanaan perjanjian tanpa memperoleh
persetujuan dari pihak lainnya, pihak yang melakukan
penghentian tersebut wajib menanggung seluruh kerugian
ckonomi yang timbul akibat tindakan tersebut kepada
pihak lainnya.

Setelah  jangka waktu perjanjian berakhir,
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perjanjian ini secara otomatis berakhir.

=W LR EBATAMNHE R EFW, KoM AT
B, TR BN F] W BB T R R R AR R . A e [ VAR
BB B DR o34 1 B0 RV T AR [E v 4 . Apabila
selama pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan
antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, kedua belah pihak
wajib terlebih dahulu menyelesaikannya melalui
musyawarah. Apabila musyawarah tidak mencapai
kesepakatan, perselisihan tersebut dapat diajukan ke
Pengadilan Negeri Kota Palembang.

Penafsiran, keabsahan, dan penyelesaian sengketa
berdasarkan kontrak ini tunduk pada hukum Republik

Indonesia.

+. HfEIN KETENTUAN LAINNYA

LAREARLEZE3INTEHA, A URKE
Muara Enim £ 5% @AM & BT, FHK BICIERAE AR
FH& R L AREN T RBEIC TR — WATHR AT A
BERBLHETAE, FHAANECH ZREILENEEN
K AR & . PIHAK KEDUA wajib, dalam waktu 3 (tiga)
hari kerja setelah kontrak ditandatangani, menyerahkan
perjanjian ini kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim
untuk melakukan pendaftaran perjanjian outsourcing,

serta menyerahkan salinan bukti pendaftaran kepada

PIHAK PERTAMA untuk keperluan dokumentasi.
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Segala sanksi administratif dan konsekuensi hukum
yang timbul akibat PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan
pendaftaran tepat waktu menjadi tanggung jawab PIHAK
KEDUA sepenuhnya.

PIHAK PERTAMA berhak menjadikan penyelesaian
pendaftaran oleh PIHAK KEDUA sebagai salah satu

persyaratan sebelum pembayaran pertama dilakukan.
+—. Fi] KETENTUAN TAMBAHAN
I, AP UAREE, HEXEBTHEARAZHAT. X
FAFHE A TA RN, RPN E AP EA B F &R

W 71, Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini

akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
di tingkat nasional maupun daerah. Kedua belah pihak
juga dapat melakukan musyawarah untuk membuat
perjanjian tambahan secara terpisah. Perjanjian
tambahan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama
dengan perjanjian ini.

2. AMWNER. LA ARXFHEEZ ORAR. KN
—NER, NFEHRM, EABEZEEERKS . Perjanjian
ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan
dibubuhi cap oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
Perjanjian ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap,
masing—masing pihak memegang 2 (dua) rangkap, dan

seluruhnya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
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DL T &L IE X Bagian di bawah ini tidak memuat

isi/teks.
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¥ 7 PIHAK PERTAMA:

ERRTARZRREA:

Perwakilan Sah Perusahaan:

(& F8,#=%Z)TID CAP

B #Z A Nama:

Bk % #.1E No. Hp:
B 4§ Email:

H Hf Tanggal:
# 4k Alamat:

Bl 2% Kode pos:
It F 4% AT Bank:
AT F No Rek:
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%% 3 %Z 5 HALAMAN TANDA TANGAN DAN CAP

Z. 77 PIHAK KEDUA:

ERREARZRREA:

Perwakilan Sah Perusahaan:

(& F 8, %= %) TTD CAP

Bk % A Nama:

Bk % #.1E No. Hp:
B¢ 46 Email:

H #i Tanggal:
Ak Alamat:

Bl 4% Kode pos:
It F 48 AT Bank:
RATHK = No Rek:



MifE 2 LAMPIRAN 2:

FI AR L A PR 2y 7] 2026-2028 42
PT PEMBANGKITAN LISTRIK PINTAR ENERGI
TAHUN 2026-2028

FVEAR - HHBIZRA 97 55 MRk o5 i ir 46 (Bdhie )

TEMPLATE TABEL PENAWARAN HARGA JASA OUTSOURCING TENAGA KERJA

UNTUK POSISI PENDUKUNG TENAGA LOKAL INDONESIA

HiEN
A W% A %
ESTIMA
UMLAH .
wEm/A/A | ) FERAT
FQI%ﬂKgE?iS TENAGA SI BIAYA MANAJEMEN BULAN TOTAL BIAYA
/ ORANG / BULAN MANA JEMEN
PERSON LAYANAN
NEL
ZEXHE (§BHH
§§)Kategor{Pendukung i 04 Rp-
Operasional
(Pendukung Mana jemen)
AR B R (B4 B
% )Kategori Pendukung
Produksi (Pendukung 32 24 Rp—
Operasi dan
Pemeliharaan)
A
it 40 Rp-

Total
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